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Muhammad Arya Pasha, Desember 2025. PERLINDUNGAN HUKUM 
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Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 Halaman. Pembimbing: DR. H. 

Rachmadi Usman, S.H, M.H 

 

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki peranan strategis dalam sistem 

hukum Indonesia, khususnya dalam menciptakan kepastian hukum melalui 

pembuatan akta autentik dan legalisasi akta di bawah tangan. Akta yang dibuat oleh 

notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga 

sering dijadikan dasar dalam berbagai perbuatan hukum perdata. Namun dalam 

praktiknya, notaris kerap dihadapkan pada permasalahan hukum ketika akta yang 

dibuat ternyata didasarkan pada surat atau dokumen palsu yang diajukan oleh para 

pihak. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana tanggung jawab 

hukum notaris serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepadanya. 

Secara normatif, kedudukan dan kewenangan notaris diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan 

bahwa notaris bertanggung jawab atas kebenaran formal dari akta yang dibuatnya, 

meliputi identitas para pihak, kewenangan bertindak, serta pemenuhan syarat-syarat 

formil pembuatan akta. Notaris tidak dibebani kewajiban untuk menilai atau 

menjamin kebenaran materiil dari isi keterangan maupun dokumen yang 

disampaikan oleh para pihak, sepanjang dokumen tersebut secara lahiriah tampak 

sah dan tidak menimbulkan kecurigaan yang patut. Apabila suatu akta dibuat 

berdasarkan surat palsu yang berasal dari para pihak, maka pada prinsipnya 

tanggung jawab atas kepalsuan tersebut berada pada pihak yang menyerahkan dan 

menggunakan surat palsu tersebut. Notaris tidak serta-merta dapat dimintai 

pertanggungjawaban hukum sepanjang dapat dibuktikan bahwa notaris telah 

bertindak sesuai dengan prinsip kehati-hatian, tidak mengetahui, dan tidak patut 

menduga adanya kepalsuan dokumen. Namun demikian, tanggung jawab hukum 

notaris dapat timbul apabila terdapat unsur kesengajaan, kelalaian berat, atau 

keterlibatan aktif notaris dalam penggunaan surat palsu tersebut. Dalam kondisi 

demikian, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif, perdata, 

maupun pidana sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Akibat hukum 

terhadap akta yang didasarkan pada surat palsu juga tidak bersifat otomatis. Akta 

tersebut tidak serta-merta batal demi hukum, melainkan tetap dianggap sah dan 

memiliki kekuatan pembuktian sampai adanya putusan pengadilan yang 

menyatakan akta tersebut batal atau tidak sah. Hal ini menunjukkan bahwa 

penilaian terhadap keabsahan akta dan pertanggungjawaban notaris harus dilakukan 

secara cermat dan proporsional dengan memperhatikan peran serta kewenangan 

notaris dalam proses pembuatan akta. Untuk menjamin agar notaris dapat 

menjalankan jabatannya secara profesional dan bebas dari kriminalisasi, sistem 

hukum Indonesia menyediakan berbagai bentuk perlindungan hukum bagi notaris. 
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Perlindungan hukum preventif diberikan melalui pengaturan kewenangan dan 

kewajiban notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, penerapan prinsip 

kehati-hatian, serta pembatasan tanggung jawab notaris hanya pada kebenaran 

formal. Selain itu, notaris juga diwajibkan memberikan penjelasan hukum kepada 

para pihak dan mencantumkan klausula tanggung jawab para pihak dalam akta 

sebagai langkah antisipatif terhadap sengketa di kemudian hari. Perlindungan 

hukum represif diberikan ketika notaris menghadapi proses hukum akibat akta yang 

dibuatnya. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah ketentuan Pasal 66 

Undang-Undang Jabatan Notaris yang mensyaratkan persetujuan Majelis 

Kehormatan Notaris sebelum notaris dapat dipanggil atau diperiksa oleh aparat 

penegak hukum. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah tindakan sewenang-

wenang serta menjaga independensi dan martabat jabatan notaris. Selain itu, 

pengaturan mengenai rahasia jabatan notaris juga menjadi bentuk perlindungan 

hukum yang penting, baik untuk melindungi kepentingan para pihak maupun untuk 

menjaga posisi notaris dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, 

tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi notaris dalam pembuatan akta yang 

didasarkan pada surat palsu harus ditempatkan secara seimbang dan proporsional. 

Notaris tetap harus bertanggung jawab atas setiap pelanggaran yang dilakukannya, 

namun pada saat yang sama juga harus dilindungi dari tuntutan hukum yang tidak 

didasarkan pada kesalahan atau kelalaiannya. Pengaturan yang jelas dan konsisten 

mengenai tanggung jawab serta perlindungan hukum notaris diharapkan dapat 

memperkuat kepastian hukum, menjaga profesionalisme notaris, serta 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kenotariatan. 
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ABSTRAK 

Muhammad Arya Pasha, Desember 2025. PERLINDUNGAN HUKUM 

NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA YANG DIDASARKAN PADA 

SURAT PALSU. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas 

Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 Halaman. Pembimbing: DR. H. 

Rachmadi Usman, S.H, M.H 

Bentuk perlindungan hukum bagi notaris dalam membuat akta yang didasarkan 

pada surat palsu yang diajukan oleh para pihak. Dalam praktik kenotariatan, notaris 

kerap dihadapkan pada risiko hukum ketika akta yang dibuatnya kemudian 

diketahui mengandung dokumen atau keterangan palsu, sehingga menimbulkan 

permasalahan hukum baik secara perdata, administratif, maupun pidana. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif, yang 

dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, 

buku, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan yang relevan dengan hukum 

kenotariatan. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum notaris pada dasarnya 

dibatasi pada kebenaran formal akta, bukan pada kebenaran materiil dari isi surat 

atau keterangan para pihak. Notaris tidak dapat serta-merta dimintai 

pertanggungjawaban hukum sepanjang telah bertindak sesuai dengan prinsip 

kehati-hatian dan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Selain itu, penelitian 

ini menemukan bahwa sistem hukum Indonesia telah memberikan perlindungan 

hukum preventif dan represif bagi notaris, antara lain melalui pembatasan tanggung 

jawab, mekanisme Majelis Kehormatan Notaris, serta pengaturan rahasia jabatan. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif 

mengenai kedudukan, tanggung jawab, dan perlindungan hukum notaris, serta 

menjadi bahan rujukan dalam penguatan kepastian hukum dan profesionalisme 

notaris dalam menjalankan jabatannya. 

Kata Kunci: Akta Notaris, Notaris,  Perlindungan Hukum, Surat Palsu, Tanggung 

Jawab Hukum 
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